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Jadi ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin aspek 
keadiIan dalam UU No. 19 / 1992, yang juga meringankan 
blaya dan prosedul' dalam hal pendaftaran merek maupun 
nntuk mengajnkan keberatan atan gugatan pembatalall, dengall 
didirikannya l<autor Merek ell daerah dan adanya penetapan 
secara bertahap Pengadilan Neger! yang berwenang memeriksa 
dan mengadili sengketa merek selain Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. belnmlah terlaksana / terrealisir. Bahkan 
peraturan pelaksanaannya pun belum terbentuk hlngga saat 
ini. 
V. 	 PENUTlJP 
l(r,~ rMl>UI~i\N 
1. 	~ebelum UU No. 19 / 1992 ditetapkan maka berdasar UU 
No. 21 / 1961, dalam kasus merek "BUMI Gi\Ji\H" , dapat 
dinyatakan babwa Bapak Kaseri adalah bcrhak atas merck 
BUMI Gi\Ji\ll. karena dalam sistem deklaratif yang dipakai 
menurut UU No. 2L / 1961, yang dianggap berhak menurut 
huknm atas merek adalah pemakai pertama. Jadi karena 
Bapak Kaseri sebagai pemakai pertama atas merek "BUMI 
GAJA"" unlnk barang anyaman yang diproduksi sejak tahnn 
1973 dan sudah dikenal dipangsa pasar. maka dialah yang 
berhak alas merek tersebut. walanpun dia tidak melaku­
kan pendaftaran hak alas merek. karena pendaftaran 
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hanya memberlkan dugaan hukllm. Tetapi setclah berlaku­
llya UU No. HI I 1992 malw pcngusaha dari Rediri yang 
Lclah memproduksi Barang Anyaman dengan merek yang sarna 
yaitu "BUMI GAJAH". dinyatakan sebagai pemiliknya yang 
sah atas merek tersebut. mengingat pengusaha itu telah 
mcndartarkan mercknya dan telah pula memperolch sertl­
fikat merck maupun hak cipta atas gambar merek. 
2. 	 UU No. 19 I 1992 lernyata juga memberikan perlindungan 
terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar dan dia 
telah puluhan tahun memakai mereknya, kalau kemudian 
tiba-tiba merck tcrsebut ditiru orang lain kemudlan di­
aJllkan permilltaall pClldaftaran merek atas nama orang 
lain tersebul, jelas orang lain Lersebut sebalal pemi­
lik merek yang lldak berltikad balk, karena ia bukan 
pemakai pcrlama merck. Maka perlindllngan yang diberlkan 
berdasar pasal 20 UU No. 19 I 1992, Bapak Insert dapat 
mengajullUll keberatan selama waktu pengumuman permilltaan 
l'cndafLaran merek berlangsung. yaitu selama G bulan. 
Ralau Jangka waktunya Lerlampaui. maka berdasar pasal 
56 UU No. 19 I 1992, Bapak Kaseri dapat mengajukan 
Kugntnn pcmbalnlan dari pendaftnran merek yang diaJukan 
oleb pengusaha dari lediri, tetapi terlebih dulu Bapak 
Kaser! harus mendartarkan mereknya. Hal ini adalah sa­
lah satu konsekucnsi dari penerapan sistem konstitutif. 
Dan jika sudah didaftar, maka Uapak Kaseri dapat menga­
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jukan permohonan pembatalan dl hadapan Pengadilan Ne­
gerl, dellgall lergugaL 1 yailu orang lain yang merekllya 
telah terdaftar dalam hal lni pengusaha dari Kediri dan 
sebagal tergugat II ialah Kantor Merek. 
3. 	Telap! unLuk dapat mendaftarkan mereknya. saat ini Ba­
pak Kaseri letap harus mengajukannya ke Direktorat Clp­
ta Palen dan Merek Deparlemen Kehakiman Jakarta Pusat, 
dimana biaya yang harus dibayar olehnya jauh leblh 
besar. Sehingga akhirnya Bapak Kaser! sebagai pemakai 
pertama merek. bersikap pasif. dalam arti tidak mampu 
mengajukan pendaftaran mereknya untuk kemudian baru da 
pa l menga,i ukan permohonall [)emba tal an merek a tas llama 
pengusaha dari Kediri tersebut. karena mempunyai persa­
maan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 
"I3UMI GAJAH" yang telah dipakai Sapak Kaseri sejak 
tatum 1973. Padahal untuk dapat meringankan biaya dan 
memudahkall prosedur pendaftaran merck. UU No. 19 I 1992 
dalam penjelasannya telah mengatur untuk pembentukan 
cabang-cabang Kantor Mere), di daerah. Dan juga untuk 
dapat mempermudah pengajuan permohonan pembatalan pen­
daftaran merek oleh pihak lain, telah diberikan kemung­
kinan untuk mengajukan gugatan tidak terbatas melalui 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja, tetapi juga me­
lalui Pengadilan Negeri lainnya di daerah hukum siapa 
tergugat bertempat diam atau bertempat tinggal sesung­
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guhnya. 
4. 	 Jadi UU No. 19 I 1992, dengan berdasa!' sistem konstitu­
tif yang lebih menjamin kepastian hukum, dimana pendaf­
taranlah yang menciptakan hak atas merek, letapi di­
samping itu juga menjamin aspek keadilan dengan membe­
rikan perlindungan hukum terhadap pemakai perlama merek 
yang ildak te.daCtar. Tetapi semua ketentuan-ketentuun 
hukulll yang menJamin aspek keadilan dalam UU No. 19 I 
1992 tersebut yang Juga meringunkan biaya dan prosedur 
dalam hal pendaftaran merek maupun untuk mengajukan 
keberatan atau gugatan pembatalan, belumlah terlaksana, 
bahkan peraluran pelaksanaannya pun belum terbentuk 
hillgga kinl. 
SARAN 
Untu1, mempeJ'lancar pelaksanuan UU No. 19 I 1992, maka : 
Perlu diatur leblh lanjut dalam Peraturan Pelaksunaan 
Lentang pihak yang berkepentingan termasuk bagi pemakai 
pertama merel, yang tidak terdaftar, untuk dapat mengajukan 
kelleraLan dan jika jangka waktunya terlampaui, maka diu 
dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, telapi sebelum­
nya harus mendaftarkan merek terlebih dahulu. Dimana untuk 
meringankan biaya maupun mempermudah prosedur pendaftaran 
merel, dan penga,iuan keberatan perlu segera dibentuk 
cabang-cabang Kantor Merek di daerah. Serta untuk menJamin 
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dan mempermuduh mengujukan gugalun pembatalan merek. ha­
I'uslah sege!'a <Ii telapkan secara berlahap l'engadilan Negeri 
yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa merek 
seluin Pcngadilan Negeri Jakurta Pusat. 
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